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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil 

kesimpulan, bahwa : 

1. Proses pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak 

pidana penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo dilaksanakan dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang 

menahan dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo, yaitu terdakwa : 

1. Wajib lapor, 

2. Tidak keluar rumah, atau 

3. Tidak keluar kota. 

b. Agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya 

penangguhan dibarengi dengan jaminan baik berupa jaminan uang 

maupun jaminan orang. Cara yang demikian lebih dapat 

dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan 

diri.  

2.  Akibat hukum yang ditimbulkan dari penangguhan penahanan terhadap 

tersangka tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah : 

1. Terdakwa bisa melarikan diri. 

2. Terdakwa bisa mengulangi perbuatannya 

3. Terdakwa bisa menghilangkan / merusak barang bukti 
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4. Terdakwa tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan. 

B. Saran 

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan untuk 

melaksanakan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana 

penipuan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut  : 

1. Agar pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana 

penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo dapat terlaksanan sesuai prosedur 

hukum maka, sebaiknya penangguhan dibarengi dengan jaminan. Cara yang 

demikian lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil 

tahanan melarikan diri. 

2. Untuk Menghindari Terdakwa melarikan diri dalam masa Penangguhan 

Penahanan, maka penjamin penangguhan penahan terdakwa harusnya selalu 

proaktif dalam mengawasi serta mendampingi terdakwa untuk menjalankan 

sayrat-sayarat atau ketentuan yang telah di atur dalam peangguhan 

penahanan seperti terdakwa wajib lapor, terdakwa tidak melakukan tindakan 

kriminal dan terdakwa tidak melarikan diri 
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Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak. Abdullah Mahru.,SH.,MH pada tanggal 8 

Juni 2015 
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Gambar 1. 2 Wawancara dengan Bapak. Abdullah Mahru.,SH.,MH (Hakim 

Pengadilan Negeri Gorontalo) pada tanggal 15 Juni 2015 
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DAFTAR PERTANYAAN HASIL WAWANCARA PENELITI DENGAN 

HAKIM PENGADILAN NEGERI GORONTALO 

1. Bagaimana penangguhan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana 

penipuan dikota gorontalo ? 

2. Bagaimana Syarat penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan ? 

3. Ada beberapa terdakwa yang mengajukan permohonan penangguhan 

penahana di Pengadilan Negeri Gorontalo.? 

4. Syarat apakah yang dilihat oleh Hakim saat mengabulkan permohonan 

pengajuan penahanan oleh terdakwa.? 

5. Apakah dari beberapa terdakwa yang menjalani masa peangguhan 

penahanan, baik itu berupa tahan kota, maupun tahan rumah terdakwa 

melakukan tindakan-tindakan yang menyulitkan penyidik maupun hakim, 

misalnya terdakwa melarikan diri.? 

6. Jika ya, bagaimana tanggapan bapak selaku seorang hakim Pengadilan 

Negeri Gorontalo.? 

7. Apakah besar jumlahnya jaminan finansial untuk permohonan peangguhan 

penahanan terhadap terdakwa tergantung dari tindakan kriminan yang 

dilakukan oleh terdakwa.? 

8. Siapa saja yang bisa menjamin terdakwa (jaminan orang) dalam 

melakukan permohonan penangguhan penahanan.? 

9. Apa yang menjadi pertimbangan bapak dalam mengabulkan permohonan 

pengajuan penangguhan penahanan oleh terdakwa.? 
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